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Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU IKN

Jakarta, 10 Mei 2022 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang formil Pengujian UU
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (10/5), pukul 09.00 WIB dengan
agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-
XX/2022 ini diajukan oleh Herifuddin Daulay, seorang guru honorer.

Pemohon mendalilkan, secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa ketidakjelasan faktor-faktor
yang mendasari perpindahan ibukota Negara yang menjadi pokok utama isi muatan. Secara langsung
Pemohon merasa dirugikan dengan terjadinya gejolak akibat hancurnya ekonomi seperti terjadi dalam
kurun waktu 1965-1998. Selanjutnya jika UU IKN dibatalkan, maka kerugian Pemohon akan hilang
karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat dari UU IKN ini.

Dalam pandangan Pemohon, perpindahan ibu kota negara merupakan pertaruhan yang tidak jelas
mengenai keuntungan signifikan yang akan diperoleh untuk masyarakat dan negara. Oleh karena
itu, menurut Pemohon, UU IKN bertentangan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut
Pemohon, pendanaan besar untuk perpindahan Ibukota Negara sebaiknya digunakan untuk
mencetak kader-kader handal bangsa di bidang pendidikan dan ekonomi. Untuk itu, dalam
petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU IKN tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasihati Pemohon membaca Peraturan MK (PMK) No. 2
Tahun 2021 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang. Sementara Ketua Panel Arief Hidayat
menyarankan agar Pemohon menyimak bahan risalah dalam Laman MK untuk perbaikan
permohonan pada sidang berikutnya. Arief bahkan meminta Pemohon agar melakukan perbaikan
permohonan secara total agar memenuhi syarat sistematika permohonan yang benar mengenai
pengujian undang-undang sesuai PMK No. 2/2021. (FY)
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